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3) Dalam hal Pinjaman termasuk dalam skema 

conditional automatic coverage sebagaimana 

dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf b angka 3, 

ketentuan mengenai data analisa lembaga 

independen se bagaimana dimaksud pada angka 2 

huruf c) tidak diperlukan. 

4) Atas dukungan loss limit yang disetujui, PT PII 

menagihkan IJP loss limit se besar se bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) kepada Pemerintah 

melalui Menteri sebagai penanggung loss limit yang 

diberikan kepada LPEI. 

5) Pemerintah melalui Menteri membayarkan IJP loss 

limit kepada PT PII. 

b. Terhadap permohonan dukungan loss limit yang diajukan 

oleh LPEI, PT PII melakukan analisis berdasarkan 

peraturan internal PT PII. 

c. Atas permohonan dukungan sebagaimana dimaksud pada 

angka 1, LPEI dan PT PII atas nama Menteri melakukan 

perjanjian kerja sama dukungan loss limit. 

d. Dalam hal risiko yang dijamin pada dukungan loss limit 

terjadi, LPEI mengajukan tagihan klaim kepada PT PII. 

2. Dukungan backstop loss limit kepada PT PII 

a. PT PII mengajukan permohonan dukungan backstop loss 

limit pada Pemerintah dalam hal ini Menteri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) setiap 2 (dua) bulan 

sejak awal Penjaminan Pemerintah atau di setiap awal 

tahun anggaran dengan dilengkapi: 

1) data proyeksi portofolio NPL Pelaku U saha; 

2) data pagu Pinjaman untuk masing-masing Terjamin 

dan Penerima Jaminan; 

3) data analisa lembaga independen terhadap profil 

risiko Terjamin; dan 

4) data transaksi penjaminan yang belum disampaikan 

hingga tanggal pengajuan. 
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b. Atas permohonan dukungan sebagaimana dimaksud pada 

angka 1, PT PII dan Menteri dalam hal ini Direktur 

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan 

perjanjian kerja sama dukungan backstop Zoss limit. 

c. PT PII mengajukan permohonan pembayaran dukungan 

backstop Zoss limit kepada Pemerintah dalam hal ini 

Menteri melalui KPA dengan melampirkan: 

1) perhitungan pelampauan threshold Zoss limit; 

2) porsi risiko yang akan ditanggung oleh Pemerintah 

melalui Menteri; dan 

3) dokumen kelengkapan pembayaran berupa: 

a) surat permohonan pembayaran klaim sesuai 

dengan format tercantum dalam angka romawi 

IV; 

b) rincian tagihan klaim; 

c) surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai 

dengan format tercantum dalam angka romawi 

VI; dan 

d) kuitansi atau bukti penenmaan pembayaran 

yang telah ditandatangani oleh Direksi PT PII. 

d . KPA melakukan reviu atas permohonan pembayaran 

dukungan backstop Zoss limit yang disampaikan 

sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai berikut: 

1) KPA melakukan pengujian dokumen atas tagihan 

klaim berdasarkan perjanjian kerja sama dukungan 

backstop Zoss limit sebagaimana dimaksud pada 

angka 2 huruf b. 

2) Pelaksanaan penguJ1an dokumen atas permohonan 

pembayaran tagihan klaim diatur dalam standar 

prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA. 

3) Tata cara pencairan tagihan klaim oleh KPA 

dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

e. KPA melakukan pembayaran backstop Zoss limit kepada 

PT PII sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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C. Pemeriksaan Akuntansi dan Pelaporan 

1. Pemeriksaan, Akuntansi, dan Pelaporan atas Transaksi 

Penjaminan 

a. Untuk keperluan pemeriksaan, Penjamin harus 

menyampaikan laporan, informasi dan/ atau data terkait 

pelaksanaan Penjaminan Pemerintah kepada Menteri, 

ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan dan Risiko, Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. 

b . Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a ditemukan Penjaminan Pemerintah yang tidak 

sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka IJP yang telah 

terbayarkan dikembalikan oleh LPEI ke Kas Negara atau 

diperhitungkan untuk pembayaran IJP periode 

berikutnya. 

c. KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan 

keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

2. Pemeriksaan, Akuntansi, dan Pelaporan atas Dukungan 

Pemerintah 

a. Dalam hal keperluan pemeriksaan, LPEI dan PT PII harus 

menyampaikan laporan, informasi dan/ atau data terkait 

pelaksanaan dukungan loss limit dan backstop loss limit 

kepada Menteri, ditembuskan kepada Direktur Jenderal 

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. 

b. Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a ditemukan klaim penjaminan yang tidak sesuai 

dengan syarat dan ketentuan, maka klaim backstop loss 

limit yang telah terbayarkan oleh Pemerintah melalui 

Menteri kepada PT PII, dikembalikan ke Kas Negara. 

c. KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan 

keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 
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II. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN IJP 

Nomor 

Lampiran 

Hal 

Kepada Yth . 

Kop Surat Perusahaan Peniamin 
..... (tern pat) .... , .. .. : . ( tanggal) .... ... 

: 1 ( satu) berkas 

: Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan 

Program PEN 

...... (diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran) .. . ..... . 

...... (diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran) .. ..... .. 

Sehubungan dengan pelaksanaan program Penjaminan PEN oleh ...... . ...... .. . . 

( diisi nama Perusahaan Pen jam.in) ... .. .......... , dengan ini kami mengajukan tagihan 

Imbal Jasa Penjaminan atas Program PEN sebagai berikut: 

Periode ( diisi periode klaim) 

Sebesar (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan 

dalam huruf) 

Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di: 

Nam.a Pemilik Rekening (diisi rekening Perusahaan Penjamin) 

NPWP (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perus.ahaan 

Penjamin) 

Bank 

N omor Rekening 

(diisi nama bank tempat rekening Perusahaan 

Penjamin) 

(diisi nomor rekening Perusahaan Penjamin) 

Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung 

jawab kami sepenuhnya. 

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima 

kasih. 

.. ...... (diisi nama Perusahaan Penjamin) ...... . 

Direksi, 

(diisi nama Direksi Perusahaan Penjamin) 
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III. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN 
IJP LOSS LIMIT 

Nomor 

Lampiran 

Hal 

Kepada Yth . 

Kop Surat Perusahaan Penanggung Loss Limit 
... .. (tempat) .... , ...... ( tanggal) . ... .. . 

1 ( satu) berkas 

: Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit 

Program PEN 

.. .. .. (diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran) ........ . 

...... (diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran) ........ . 

Sehubungan dengan pelaksanaan program Penjaminan PEN oleh .. ............ .. . 

( diisi nama Perusahaan Penanggung Loss Limit) ...... ......... , dengan ini kami 

mengajukan tagihan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit atas Program PEN sebagai 

berikut: 

Periode 

Sebesar 

( diisi periode klaim) 

( diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan 

dalam huruf) 

Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di: 

N ama Pemilik Rekening 

NPWP 

Bank 

N omor Rekening 

( diisi rekening Perusahaan Penanggung Loss 

Limit) 

(diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan 

Penanggung Loss Limit) 

( diisi nama bank tempat rekening Perusahaan 

Penanggung Loss Limit) 

(diisi nomor rekening Perusahaan Penanggung 

Loss Limit) 

Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung 

jawab kami sepenuhnya. 

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima 

kasih. 

. .. ( diisi nama Perusahaan Penanggung Loss Limit) ... 

Direksi, 

(diisi nama Direksi Perusahaan Penanggung Loss Limit) 
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IV. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN KLAIM 
DUKUNGAN BACKSTOP LOSS LIMIT 

Nomor 

Lampiran 

Hal 

Kepada Yth . 

Kop Surat Perusahaan Penanggung Loss Limit 
..... (tempat) .... , ...... (tanggal) ...... . 

1 ( satu) berkas 

: Permohonan Pembayaran Klaim Dukungan Backstop Loss Limit 

Penjaminan Program PEN 

. . . . . . ( diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran) .. ...... . 

...... (diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran) ... ..... . 

Sehubungan dengan pelaksanaan Penjaminan Program PEN oleh .. .......... .. . . . 

( diisi nama Perusahaan Penanggung Loss Limit) ....... ... .... . , dengan ini kami 

mengajukan klaim dukungan backstop loss limit atas Penjaminan Program PEN 

sebagai berikut: 

Periode 

Sebesar 

(diisi periode klaim) 

( diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan 

dalam huruf) 

Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di: 

N ama Pemilik Rekening 

NPWP 

Bank 

N omor Rekening 

( diisi rekening Perusahaan Penanggung Loss 

Limit) 

(diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan 

Penanggung Loss Limit) 

(diisi nama bank tempat rekening Perusahaan 

Penanggung Loss Limit) 

(diisi nomor rekening Perusahaan Penanggung 

Loss Limit) 

Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung 

jawab kami sepenuhnya. 

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima 

kasih. 

. ... (diisi nama Perusahaan Penanggung Loss Limit) .. . 

Direksi, 

( diisi nama Direksi Perusahaan Penanggung Loss Limit) 
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V. CONTOH FORMAT RINCIAN TAGIHAN IJP - PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH 

No Nama 
Tgl&Nomor Tgl&Nomor 

Lampiran Surat Tagihan IJP Nomor ... (diisi nomor surat) 
Rincian Tagihan Imbal Jasa Penjaminan Program PEN 

dari ... (diisi nama Perusahaan Penjamin) ... 

Status Akad Jenis 
Bank Pinjaman Debitur Nominal Pinjaman 

Sertifikat Akad Penyalur Debitur Penjaminan Pinjaman Kredit B=Baru R=Rill 
S=Suplesi K=Keuangan Plafon Outstanding 

I Sektor Usaha: .... (diisi nama sektor usaha) .... 

1 

2 

3 

I Sektor Usaha: . .. . (diisi nama sektor usaha) .... 

1 

2 

3 

I Sektor Usaha: .. .. (diisi nama sektor usaha) .... 

1 

2 

3 

ds 
t. 
Jumlah 

Nilai Porsi Tagihan 
Penjaminan Penjaminan IJP 
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Keterangan: 
1. Tarif IJP Kredit Modal Kerja: (diisi tarif IJP Program PEN yang berlaku) 
2. Rekapitulasi dibuat per sektor usaha 
3 . Sertifikat Penjaminan terlampir 

. . .. .. .. (diisi nama Perusahaan Penjamin) ...... . 
Direksi, 

(diisi nama Direksi Perusahaan Penjamin) 
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VI. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

Kap Surat Penjamin/Perusahaan Penanggung Loss Limit 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Jabatan 

Lembaga 

Limit) 

: ......... (diisi dengan nama pejabat yang bertanggungjawab) 

: .. ....... (diisi jabatan pejabat yang bertanggung jawab) 

: ..... ... . (diisi dengan Penjamin/Perusahaan Penanggung Loss 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Perhitungan .. ......... .... . (diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan 

periode) sebesar ... . ... . ..... . ... ... (diisi dengan jumlah uang yang 

dibayarkan) (dengan huruf) telah dihitung dengan benar; 

2 . Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas 

pembayaran ......... .. ...... .. . (diisi dengan jenis permintaan pembayaran 

dan periode) tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung 

jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/ atau 

kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya . 

...... , . ........ (Diisi dengan tempat dan 

tanggal penerbitan surat) 

Nama Penjamin/Perusahaan Penanggung Loss Limit 

(tanda tangan dan cap resmi 

Penjamin/Perusahaan Penanggung Loss Limit) 

Nama Pejabat yang Bertanggungjawab 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

S~I MULYANI INDRAWATI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
Kepala Bagian tri.in-1stH1.si Kementerian 

' 




